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ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 
(3) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Pelayanan Pertanian, Peternakan, 
Kelautan dan Perikanan;  

- Dasar Hukum :  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009           
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014         
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan 
Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat 
Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan 
Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4073); Peraturan Pemerintah Nomor 48 
Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan 
Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 5260); Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5391); 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan 
Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara       
Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara     
Tahun 5543); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan 
Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia    
Tahun 2023 Nomor 310); Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor 64/Permentan /OT.140/9/2007 tentang Pedoman 
Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 13/Permentan/ OT.140/1/2010 tentang 
Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit 
Penanganan Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60); Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/ PK.210/8/2015 
tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang baik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1270); 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang 
Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 10); Peraturan Gubernur Jawa 
Barat Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Rumah Potong 
Hewan Ruminansia (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2015 Nomor 49); Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016     



Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107); 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 117); Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128); 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 138); 

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, 
yaitu: 

BAB I KETENTUAN UMUM 
BAB II RUANG LINGKUP 
BAB III KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN 
DAERAH 
BAB IV INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI 
KERUGIAN DAERAH 
BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 
BAB VI PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH 
BAB VII PENAGIHAN DAN PENYETORAN 
BAB VIII PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN 
PELAPORAN 
BAB IX PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI 
KERUGIAN 
BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN 
DAERAH 
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN 
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN 
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP 
 
- Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar 

untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan 
oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat 
Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota. 

- Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah : 
a. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan 

bagi para pihak;  
b. meningkatkan tertib adminstrasi pengelolaan 

keuangan daerah dan barang milik daerah; dan 



c. menyelesaikan Kerugian Daerah dengan 
melaksanakan tuntutan ganti kerugian sebagai 
akibat perbuatan melanggar hukum baik disengaja 
maupun kelalaian yang dilakukan Pegawai Negeri 
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota. 

 
CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka 

Peraturan Wali Kota Nomor 71 tahun 2021 tentang Tata 
Cara dan Mekanisme Pendapatan Hasil Tempat 
Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 
Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 26 Februari 2021. 

- Lampiran : 4 

 
 

   

 


